



A. Tinjauan Empriris 
Penggalian dari penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas 
tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan 
antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai persepsi 
atas kenaikan PTKP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan yang 
dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain: 
1. Utomo (2013), melakukan penelitian dengan judul “Persepsi dan 
Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perubahan PTKP serta 
Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada 
Wilayah KPP Tangerang Timur)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana persepsi dan motivasi WPOP atas perubahan 
PTKP serta bagaimana pengaruh persepsi dan motivasi tersebut terhadap 
kepatuhan WPOP. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif 
kuantitatif dengan mengambil sumber data primer dari hasil kuesioner 
dan data sekunder bersumber dari DJP. Hasil penelitiannya adalah 
sebagai berikut: 
(1) Persepsi atas perubahan PTKP berpengaruh secara signifikan dan 
mempunyai hubungan positif terhadap variabel kepatuhan WPOP. 
Apabila persepsi atas perubahan PTKP mengalami kenaikan maka 
kepatuhan WP akan mengalami kenaikan.  
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(2) Motivasi atas perubahan PTKP berpengaruh secara signifikan dan 
mempunyai hubungan positif terhadap variabel kepatuhan WP. 
Apabila motivasi atas perubahan PTKP mengalami kenaikan maka 
kepatuhan WP akan mengalami kenaikan.  
2. Stiawati (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi 
Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perubahan PTKP dan Zakat Sebagai 
Pengurang Penghasilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi  (Studi Kasus PT. Ganda Sukses Sejahtera) Tahun 2013”. Tujuan 
penelitian Dian Stiawati agar dapat mengetahui persepsi WPOP tentang 
perubahan PTKP dan zakat sebagai pengurang penghasilan serta 
pengaruhnya terhadap tingkap kepatuhan WP di lingkungan PT. Ganda 
Sukses Sejahtera. Penelitian ini menggunakan Metode Asosiatif dengan 
Pendekatan Kuantitatif. Populasinya ialah karyawan di lingkungan PT. 
Ganda Sukses Sejahtera. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi 
WPOP atas perubahan PTKP dan persepsi WPOP atas zakat sebagai 
pengurang penghasilan, keduanya berpengaruh positif baik secara 
bersama-sama maupun secara parsial terhadap kepatuhan WPOP. 
3. Kasriyatun (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Persepsi Wajib Pajak tentang Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi (Studi pada Sektor Industri Kota Tuban)”. Penelitian 
ini bertujuan untuk membuktikan apakah persepsi WP tentang kenaikan 
PTKP dan tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap 
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kepatuhan WPOP. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah WPOP 
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dalam sektor di Tuban 
dengan menggunakan teknik Random Sampling. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan metode kuesioner yang dianalisis dengan teknik 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
persepsi WP tentang kenaikan PTKP tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan tingkat pengetahuan perpajakan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 
4. Khasanah (2014), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, 
dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2013”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
variabel-variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi 
Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran WP, baik secara masing-
masing maupun bersama-sama terhadap Kepatuhan WP di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kausal komparatif (causal comparative research) dengan 
populasinya yaitu WPOP dan WP Badan yang terdaftar pada Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
terdiri dari lima Kantor Pelayanan Pajak. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah cluster (area) sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi 
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klasik, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 
(1) Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan, dan Kesadaran WP secara masing-masing berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP,  
(2) Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan, dan Kesadaran WP secara bersama-sama berdasarkan uji 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP.  
5. Murdliatin (2015), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 
Timur Malang Kota)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 
menjelaskan apakah kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan 
pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama maupun 
secara parsial terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini termasuk dalam 
explanatory research yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 
data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Hasil penelitiannya 
adalah sebagai berikut: 
(1) Hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama menunjukkan 
kesimpulan bahwa kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan 
pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan WP.  
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(2) Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan kesimpulan 
bahwa kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan 
perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
WP.  
Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu diatas, adapun perbedaan antara 
penelitian terdahulu dan penelitian ini disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut: 
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Sumber: Penelitian Terdahulu 
18 
B. Tinjauan Teoritis 
1. Persepsi 
a. Pengertian Persepsi 
Setiap individu akan berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan 
dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya melalui persepsi, karena 
setiap individu akan memberikan pengertian tersendiri terhadap stimulus. 
Individu yang berbeda akan mempresepsikan hal yang sama dengan cara 
yang berbeda, sehingga persepsi yang terbentuk pun berbeda-beda 
(Ivancevich, 2007:116). Adapun beberapa definisi tentang persepsi 
menurut pendapat para ahli sebagai berikut: 
(1) “Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif di mana individu 
memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada 
stimulus lingkungan” (Ivancevich, 2007:116); 
(2) “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan” (Rakhmat, 2015:50); 
(3) “Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan 
mnegintepretasikan kesan sensoris untuk memberikan 
pengertian pada lingkungannya. Namun, apa yang dinilai pada 
dasarnya bisa berbeda dengan realitas objektif” (Robbins, 
2015:103). 
Berdasarkan beberapa definisi persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
persepsi merupakan proses menafsirkan atau menginterpretasi dengan 
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memberikan makna atas suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 
yang dipersepsikan berdasarkan pengetahuan atau informasi, 
pengamatan, dan pengalaman terhadap hal yang dipersepsikan tersebut.  
Persepsi dianggap penting bagi setiap organisasi karena persepsi 
dapat mempengaruhi perilaku organisasi, di mana perilaku individu-
individu di dalamnya didasarkan pada persepsi individu itu sendiri 
tentang apa realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Tidak 
terkecuali bagi organisasi di bidang perpajakan, persepsi Wajib Pajak 
sangat mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Karanta (dalam Rahayu, 2013:141) 
menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur 
pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terciptanya persepsi 
WP yang baik dapat memberikan stimulus dalam menciptakan kesadaran 
dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik. 
b. Unsur Pembentuk Persepsi 
Menurut Riswandi (2013:47), persepsi merupakan inti komunikasi, 
sedangkan inti dari persepsi adalah penafsiran (interpretasi) yang 
merupakan proses menafsirkan atau memberi makna atas informasi yang 
diperoleh melalui panca indra. Interpretasi merupakan tahap terpenting 
dalam pembentukan persepsi, yang dipengaruhi berdasarkan proses 
mental (kognisi dan afeksi) sebagai berikut (Riswandi, 2013:47): 
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(1) Kognisi (pemikiran), yaitu aspek intelektual dapat berupa 
pengetahuan atau pemahaman tentang informasi atau hal-hal 
yang diketahui oleh setiap individu; 
(2) Afeksi (perasaan), yaitu aspek emosional dapat berupa 
kesenangan maupun sebaliknya, sebagai dasar dalam merespon 
atau melakukan suatu tindakan atas suatu objek sesuai dengan 
keberadaannya. 
Berdasarkan penjelasan Ivancevich (2007:116-117), dalam proses 
perseptual, individu berusaha merasionalisasikan stimulus lingkungan 
berdasarkan pengamatan, pemilihan, dan penerjemahan. Ketiga aktivitas 
tersebut saling berhubungan untuk membentuk proses persepi yang 
mendahului setiap respons. Terdapat 3 (tiga) respons internal sebagai 
bentuk persepsi dari individu, yaitu sebagai berikut:  
(1) Sikap 
(2) Perasaan 
(3) Motivasi  
Persepsi dianggap penting bagi setiap organisasi karena persepsi 
dapat mempengaruhi perilaku organisasi, di mana perilaku individu-
individu di dalamnya didasarkan pada persepsi individu itu sendiri 
tentang apa realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Tidak 
terkecuali bagi organisasi di bidang perpajakan, persepsi Wajib Pajak 
sangat mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Karanta (dalam Rahayu, 2013:141) 
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menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur 
pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Terciptanya persepsi WP yang baik dapat memberikan stimulus 
dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik. 
Berkaitan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah 
satunya adalah kenaikan PTKP, maka sangat dibutuhkan adanya persepsi 
yang baik dari WP. Persepsi WP sangat berpengaruh pada voluntary 
compliance (kepatuhan sukarela) yang timbul dari kesadaran diri sendiri 
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dimana dapat membawa 
dampak terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 
(Utomo, 2013:2). Sehingga, terciptanya persepsi WP yang positif atas 
kenaikan PTKP diharapkan mampu mendorong terwujudnya tujuan dari 
kenaikan PTKP itu sendiri, dimana pada akhirnya dapat membantu untuk 
meningkatkan kepatuhan WP. 
2. Pengetahuan Perpajakan 
a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan perpajakan merupakan unsur yang penting dalam 
kaitannya dengan kepatuhan perpajakan. Tingkat pengetahuan tentang 
perpajakan yang memadai secara umum akan mempermudah Wajib 
Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Rahayu, 2013:29). 
Pengetahuan memiliki arti yang luas sehingga sulit untuk menentukan 
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definisi yang pasti. Berikut beberapa definisi mengenai pengetahuan 
perpajakan: 
(1) Menurut Veronica Carolina: 
Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat 
digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, 
mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau 
strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajibannya di bidang perpajakan (dalam Khasanah, 
2014:22). 
 
(2) Pengetahuan Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani  sebagai 
berikut:  
Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai 
konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak 
yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek 
pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan 
pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian 
pelaporan pajak (dalam  Pratiwi, 2015:3). 
Berdasarkan definisi atau pengertian tentang pengetahuan perpajakan di 
atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan adalah 
pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak mengenai ketentuan-ketentuan di 
bidang perpajakan berdasarkan informasi yang diperoleh, baik dari fiskus 
maupun dari pihak lain, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
melaksanakan dan  memenuhi segala kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 
b. Konsep Pengetahuan Perpajakan 
Fallan (dalam Rahayu, 2013:141) memberikan kajian bahwa aspek 
pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap 
Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan. Kualitas pengetahuan yang 
semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban perpajakan 
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dengan benar sebagai wujud dari kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi 
kewajiban perpajakan akan meningkat apabila dalam masyarakan 
terwujud adanya pengetahuan yang memadai tentang perpajakan.  
Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut 
Rahayu (dalam Khasanah, 2014:22-23), tingkat pengetahuan perpajakan 
yang dimiliki Wajib Pajak dapat diukur berdasarkan: 
1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) 
Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) meliputi pengetahuan mengenai dasar hukum 
yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009; tujuan adanya KUP, 
yaitu untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan fiskus, meningkatkan 
profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan 
administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela 
Wajib Pajak; isi dari KUP tersebut, antara lain mengenai hak 
dan kewajiban Wajib Pajak, SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), Sanksi Administrasi dan Prosedur Pembayaran atau 
Penyetoran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak; dan lainnya 
yang berkaitan dengan KUP. 
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2) Pengatahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 
Pengetahuan mengenai sistem perpajakan berupa pengetahuan 
sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu Self 
Assessment System, yang memberikan wewenang, kepercayaan dan 
tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi 
dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya, dengan 
menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. 
3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan. 
Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan berupa pengetahuan 
fungsi pajak yang secara umum di Indonesia dikenal dengan 2 (dua) 
macam yaitu fungsi penerimaan (budgetair), dengan menjadikan 
pajak sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (regulered), di mana 
pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, 
serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, secara umum dapat 
mempermudah WP untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Rahayu, 
2013:29). Tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi menunjukkan 
bahwa Wajib Pajak memiliki pemahaman dan informasi yang cukup 
mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan 
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memberikan sikap memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar 
sebagai wujud dari kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat 
pengetahuan perpajakan juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat 
sebagai WP yang patuh, karena dengan memiliki pengetahuan yang 
memadai WP tentunya paham bahwa apabila tidak memenuhi atau 
melaksanakan sesuai peraturan maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi 
administrasi maupun pidana (Rahayu, 2013:29). Sehinga, terwujudnya 
kesadaran masyarakat yang tinggi akan kewajibannya sebagai WP patuh 
dapat mendorong unuk meningkatkan kepatuhan WP.  
3. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) 
mengemukakan pendapat mengenai definisi atau pengertian pajak, bahwa 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani 
(dalam Pohan, 2014:5) yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo, 
menjelaskan bahwa:  
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
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Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Sutanto, 2014:2) 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menguasai 
kesejahteraan umum”. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langgsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang 
ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu: 
(1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan; 
(2) Pajak dipugut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah; 
(3) Diperuntukkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum atas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan demi 
kemakmuran rakyat; 
(4) Dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi 
atau imbalan secara langsung dari pemerintah; 
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b. Fungsi Pajak 
Fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak. 
Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki 
kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. 
Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara, diharapkan 
banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara 
(Rahayu, 2013:25). Secara umum ada 2 (dua) fungsi pajak yang lazim 
dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia (Sutanto, 2014:2), yaitu: 
1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Fungsi budgetair menjelaskan bahwa pajak berperan penting 
dalam mengendalikan anggaran, baik APBN maupun APBD sebagai 
sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan 
nasional. 
2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Fungsi regulered menjelaskan bahwa pajak berperan sebagai 
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan negara. 
c. Jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:5), jenis-jenis pajak secara garis besar 
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: 
1) Menurut golongannya 
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau 
ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 
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dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: 
Pajak Penghasilan (PPh). 
b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan timbul 
berkaitan dengan suatu kegiatan yang menyertainya. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
2) Menurut sifatnya 
a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 
keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
b) Pajka Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM). 
3) Menurut lembaga pemungutannya 
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. 
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b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerah. Pajak Daerah terdiri atas: 
(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, dan Pajak Hiburan. 
d. Sistem Pemungutan Pajak 
Susyanti (2015:4-5) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak 
yang digunakan di Indonesia ada 3 (tiga), yakni: 
1) Self Assessment System 
Sistem ini digunakan dalam pemungutan pajak pusat/pajak 
negara. Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang sehingga 
Wajib Pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
2) Official Assessment System 
Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak daerah. 
Sistem ini memberikan wewenang kepada aparat pajak (fiskus) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 




3) Witholding System 
Sistem ini digunakan dalam pemungutan pajak pusat  maupun 
pajak daerah. Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
e. Asas Pemungutan Pajak 
Pelaksanaan pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu 
bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya 
sendiri untuk memungut pajak dari peduduknya, yang pada hekekatnya 
memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari 
harta yang dimilki penduduknya (Rahayu, 2013:42). Asas-asas tersebut 
antara lain: 
1) Asas Domisili 
Pengenaan pajak bergantung pada tempat tinggal (domisili) 
Wajib Pajak. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya tanpa 
memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau 
diterima Wajib Pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam 
maupun dari luar negeri. 
2) Asas Sumber 
Pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek 
pajak diperoleh. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 
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yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa 
memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3) Asas Kebangsaan 
Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut 
cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangasaan dari 
suatu negara, sehingga status kewarganegaraan seseorang 
menentukan pembebanan pajaknya. Asas ini menurut R. Santoso 
Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. 
f. Cara Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:6), pemungutan pajak dapat dilakkan 
berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: 
1) Stelsel Rill atau Nyata (Riele Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 
nyata) yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk, sehingga 
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni 
setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.  
2) Stesel Fiktif (Fictieve Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 
oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap 
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun 
pajaknsudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk 
tahun pajak berjalan.  
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3) Stelsel Campuran 
Stelsel campuran adalah gabungan dari kedua stelsel, yaitu 
stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 
berdasarkan suatu anggapan, kemudian setelah tahun pajak berakhir 
besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 
Apabila besarnya pajak menuurut keadaan sebenarnya lebih besar 
dari pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus membayar 
sesuai kekurangan. Sebaliknya, apabila lebih kecil maka 
kelebihannya dapat diminta kembali.  
g. Wajib Pajak 
Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP): 
Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 
ditentukan untuk melakukan kewajiab perpajakan termasuk pemungut 
pajak dan pemotong pajak tertentu. 
Kewajiban utama Wajib Pajak adalah membayar pajak sendiri dan 
memungut atau memotong pajak orang lain serta kemudian 
menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos. Menurut 
Rahayu (2013:164) Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi: 
(1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP); 
(2) Wajib Pajak Badan; 
(3) Wajib Pajak Pemungut/Pemotong. 
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4. Pajak Penghasilan 
a. Pengertian Pajak Penghasian 
Menurut Resmi (2008:24) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak 
yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperoehnya dalam suatu tahun pajak baik penghasilan dari dalam 
negeri maupun luar negeri. 
b. Subjek Pajak Pajak Penghasilan (PPh) 
Subjek Pajak PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi 
untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 
dikenakan PPh. Subjek Pajak akan dikenakan PPh apabila menerima 
atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya secara subjektif maupun objektif maka 
disebut Wajib Pajak (Resmi, 2008:75). Subjek Pajak dapat 
dikelompkkan sebagai berikut:  
(1) Subjek Pajak Orang Pribadi 
(2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak. 
(3) Subjek Pajak Badan 
(4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
1) Pengertian PTKP 
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Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Orang Pribadi dihitung 
dari jumlah penghasilan neto selama setahun dikurangi Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian untuk menghitung besarnya 
PPh terutang, besarnya penghasilan kena pajak yang telah dihitung 
dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). PTKP 
merupakan pengurang penghasilan neto yang diperkenankan sebagai 
fasilitas berupa tax cut dan hanya diberikan kepada 
WPOP/Perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) (www.ortax.org, 
2014). Djoko Muljono (dalam Stiawati, 2014:18) mendefiniskan 
bahwa “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan 
penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menentukan perlu 
tidaknya atas penghasilan Wajib Pajak perseorangan dikenakan 
pajak penghasilan”.  
2) Perubahan dan Penyesuaian PTKP 
Sejarah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
sendiri telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besaran 
PTKP yang diatur di Undang-Undang ini sebagai berikut: 
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(1) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat 
puluh ribu rupiah), untuk diri WP;  
(2) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 
tambahan untuk WP yang Kawin; 
(3) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat 
puluh ribu rupiah), tambahan untuk seorang isteri yang 
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; 
(4) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  
Besaran PTKP yang tercantum di Undang-Undang tersebut 
hanya berlaku hingga tahun 2012. Seiring dengan kondisi ekonomi 
di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami perubahan, terutama 
berkaitan dengan besarnya penghasilan dan besarnya biaya minimum 
dari Wajib Pajak, sehingga besaran PTKP selalu mengalami 
perubahan.  
Di tahun 2016, pemerintah kembali melakukan penyesuaian 
besaran PTKP, adapun besarannya telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 
tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
sebagai berikut: 
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(1) Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), untuk diri 
WP;  
(2) Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 
tambahan untuk WP yang Kawin; 
(3) Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), tambahan 
untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami; 
(4) Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 
Besaran PTKP tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
tanggal 22 Juni 2016 dan mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016. 
Berikut disajikan tabel ringkasan perubahan PTKP dari perubahan 
tahun 2009 hingga perubahan terbaru di tahun 2016: 















Tahun Berlaku 2009-2012 2013-2014 2015 Sejak 2016 
Besarnya PTKP Rp Rp Rp Rp 
Untuk diri 
WPOP 
15.840.000 24.300.000 36.000.000 54.000.000 
Tambahan 
untuk WP kawin 














Sumber: Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan 
Apabila disesuaikan dengan status perkawinan WP, besarnya PTKP 
dalam pertahun maupun perbulan tahun pajak mulai tahun 2016 
dapat dirincikan sebagai berikut: 
Tabel 4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 
Dasar Hukum 
PTKP 












untuk istri yang 
penghasilannya 
digabung suami 




(maks. 3 orang 
tanggungan). 
1.320.000 2.025.000 3.000.000 4.500.000 
Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Tahun 2016 
Setahun Sebulan 
Untuk WPOP tidak kawin dan 
tidak mempunyai tanggungan 
(TK) 
Rp   54.000.000 Rp   4.500.000 
Untuk WPOP kawin dan tidak 
mempunyai tanggungan (K/0) 
Rp   58.500.000 Rp   4.875.000 
Untuk WPOP kawin + 1 
tanggungan (K/1) 
Rp   63.000.000 Rp   5.250.000 
Untuk WPOP kawin + 2 
tanggungan (K/2) 
Rp   67.500.000 Rp   5.625.000 
Untuk WPOP kawin + 3 
tanggungan (K/2) 
Rp   72.000.000 Rp   6.000.000 
Untuk WP Kawin + Penghasilan 
istri digabung dan tidak ada 
tanggungan (K/I/0) 
Rp 112.500.000 Rp   9.375.000 
Untuk WP Kawin + Penghasilan 
istri digabung + 1 tanggungan 
(K/I/1) 












Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-
101/PMK.010/2016 
5. Reformasi Perpajakan (Tax Reform) 
Menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2013:97) “Reformasi perpajakan 
adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara 
individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan 
cepat”. Pada dasarnya, reformasi pajak merupakan usaha pemerintah dalam 
memperbaiki dampak dari perubahan kebijakan perpajakan yang disebabkan 
karena perluasan atau berubahnya sasaran ekonomi pemerintah, 
berkembangnya industri, terjadinya diversifikasi dan bergesernya secara 
geografis sentra ekonomi (Zain, 2018:24). Di Indonesia, reformasi perpajakan 
dimulai sejak tahun 1984 yang merupakan first tax reform, di mana dilakukan 
perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan mampu menciptakan 
sistem perpajakan yang sempurna dengan dilakukannya perubahan baik 
secara parsial mapun secara keseluruhan atau mendasar, sehingga pada 
akhirnya sasaran tujuan dari perubahan itu sendiri dapat tercapai (Rahayu, 
2013:99). Adapun tujuan dilakukannya reformasi perpajakan antara lain: 
Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Tahun 2016 
Setahun Sebulan 
WP Kawin + Penghasilan istri 
digabung + 2 tanggungan 
(K/I/2) 
Rp 121.500.000 Rp 10.125.000 
WP Kawin + Penghasilan istri 
digabung + 3 tanggungan 
(K/I/3) 
Rp 126.000.000 Rp 10.500.000 
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(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; 
(2) Meminimalisir terjadinya penyelundupan pajak (tax evasion) oleh 
Wajib Pajak; 
(3) Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan 
kewajiban perpajakannya; 
(4) Menerapkan konsep good governance, adanya transparansi, 
responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan 
kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi kejelasan pos penggunaan 
pengeluaran dana pajak; dan 
(5) Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi 
dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun 
kepada Wajib Pajak.  
6. Kepatuhan Wajib Pajak 
Nurmantu (dalam Rahayu, 2013:138) mengatakan bahwa “Kepatuhan 
perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksananakan hak 
perpajakannya”. Menurut Rahayu (2013:139), pada prinsipnya “Kepatuhan 
perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan pelaksanaan peerpajakan yang beraku dalam suatu negara”. 




a. Kepatuhan formal 
Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan  di mana Wajib Pajak 
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu 
penyampaian SPT Tahunan PPh tanggal 31 Maret, apabila Wajib Pajak 
telah melaporkan SPT Tahunan tersebut sebelum atau pada tanggal 31 
Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal (Rahayu, 
2013:138-139).  
b. Kepatuhan material 
Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak 
secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan 
material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi 
kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, 
lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya tidak 
melewatu batas waktu berakhir (Rahayu, 2013:138-139). 
Nowak (dalam Zain, 2008:31) mengemukakan pendapat bahwa suatu 
iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 
dicirikan berdasarkan situasi sebagai berikut: 
(1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan; 
(2) Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 
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(3) Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 
dan 
(4) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang secara tepat waktu. 
Sedangkan menurut Nasucha (dalam Rahayu, 2013:139), untuk mengetahui 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dapat diidentifikasi berdasarkan: 
(1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; 
(2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT; 
(3) Kepatuhan dalam pehitungan dan pembayaran pajak terutang; dan 
(4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka disimpulkan bahwa untuk dapat 
dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh, Wajib Pajak harus taat dan 
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Merujuk pada Wajib Pajak patuh, didefinisikan bahwa “Wajib Pajak 
patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham akan hak dan kewajiban 
perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban 
perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya” (Rahayu, 
2010:142). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 74/PMK.03/2012 tanggal 15 Mei 2012, Wajib Pajak dapat ditetapkan 
sebagai Wajib Pajak patuh apabila memiliki kriteria sebagai berikut: 
(1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 
dalam  3 (tiga) tahun terakhir; 
(2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir tidak 
lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut serta telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 
penyampaian SPT Masa Masa Pajak berikutnya; 
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(3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak; 
(4) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan berdasarakan putusan pengadilan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan 
(5) Waib Pajak yang Laporan Keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik 
atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau 
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memepengaruhi laba 
rugi fiskal. 
C. Hubungan Antar Variabel 
1. Pengaruh Persepsi WPOP atas Kenaikan PTKP terhadap Kepatuhan 
WPOP 
Kenaikan PTKP merupakan salah satu kebijakan yang diambil 
pemerintah berdasarkan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga 
kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Besaran PTKP 
sebagai batasan penghasilan yang ditetapkan terus mengalami perubahan dan 
cenderung mengalami kenaikan. Semakin besar PTKP yang ditetapkan maka 
jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan semakin kecil, sehingga jumah 
pajak yang harus dibayar oleh WPOP juga akan semakin kecil. Berkurangnya 
beban PPh yang dibayarkan, dapat membuat masyarakat untuk lebih 
menikmati penghasilannya, baik dalam bentuk konsumsi maupun 
saving/tabungan (www.kemenkeu.go.id, 2015). Hal tersebut dapat dikatakan 
sebagai hal yang baik bagi WPOP dan dengan meningkatnya PTKP yang 
ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong dalam 
meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP. 
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Penetapan kenaikan PTKP dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan 
apabila didukung adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai 
WP patuh. Kesadaran masyarakat sebagai WP yang patuh sangat erat 
kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang pajak, di mana kesadaran WP 
akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap 
pajak. Persepsi WP sangat berpengaruh pada voluntary compliance 
(kepatuhan sukarela) yang timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya 
paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat membawa dampak terhadap 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Utomo, 2013:2). 
Sehingga, terciptanya persepsi WP yang positif atas kenaikan PTKP akan 
mampu mendorong terwujudnya tujuan dari kenaikan PTKP itu sendiri, di 
mana pada akhirnya dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan WP. 
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP 
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak 
perpajakannya dibutuhkan pengetahuan perpajakan, baik pengetahuan 
mengenai perubahan peraturan, ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis 
pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif 
pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terutang, serta pembayaran, 
pengisian, dan pelaporan pajak secara tepat waktu (Rahayu, 2013:138). 
Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki dapat mempengaruhi 
kesadaran masyarakat sebagai WP yang patuh, seperti yang diungkapkan 
Rasjid (dalam Pratiwi, 2015:2) bahwa pengetahuan mengenai pajak yang 
diperoleh masyarakat belum memadai sehingga pemahaman dan kesadaran 
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masyarakat Indonesia sebagai WP patuh masih tergolong rendah. Salah satu 
wujud dari kesadaran masyarakat yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai WP 
dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. 
Diperlukan pengetahuan perpajakan yang memadai untuk mewujudkan hal 
tersebut, karena dengan memiliki pengetahuan yang memadai WP tentunya 
paham bahwa apabila tidak memenuhi atau melaksanakan sesuai peraturan 
maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana 
(Rahayu, 2013:29). Sehinga, terwujudnya kesadaran masyarakat yang tinggi 
akan kewajibannya sebagai WP patuh dapat mendorong unuk meningkatkan 
kepatuhan WP. 
D. Model Konsep dan Hipotesis 
Berdasarkan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini 
maka dapat digambarkan model konsep dan hipotesis sebagai berikut:  










Gambar 1 Model Konsep 





Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 
masalah yang diteliti, sehingga untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis 
yang dirumuskan maka perlu adanya pengujian yang dilakukan secara empiris 
(Sarwono, 2013:13).  





















Gambar 2 Model Hipotesis 
Sumber: Data Diolah, 2016 
Keterangan: 
: berpengaruh secara parsial 
: berpengaruh secara simultan 
b. Rumusan Hipotesis 
Berdasarkan model hipotesis yang telah digambarkkan di atas, 



















Persepsi WPOP atas 












Kepatuhan Wajib Pajak 






H1 :  Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas kenaikan PTKP 
secara parsial berpengaruh signifikan tehadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
H2 : Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan 
tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
H3 :  Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas kenaikan PTKP dan 
pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh 
signifikan tehadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
